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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 


NOMOR: 01/MUNAS/VII/2006 


TENTANG BAHTSUL MASA'TIL DINIYYAH WAOTIYAH 


Menimbang 


Mengingat 


PEN GA ea 


MUSYAWARAH NASIONAL 


ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 


: a. 


1 Aa. 


Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi 
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk 
membahas masalah-masalah yang berkembang di 
masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut 
salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pe- 
doman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang 
demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat, 


.. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau 


Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak 
di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang 
yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, 
perlu secara terus menerus melakukan perbaikan 
dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya 
dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut 
faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah 
satu madzhab empat, 

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional 
perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah 
Wagi'iyah, 

Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama 
Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas 
Alim Ulama Nomor I1/ MAUNU/1401/4/1983 
tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926, 
Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama 
Nomor: 137a/A.11.3/7/2006 tentang Jadwal 
Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah 
Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar 
Nahdlatul Ulama. 
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Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar 


Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah 
Nasional Alim Ulama tanggal tanggal 3 Rajab 
1427 H/28 Juli 2006 M: 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 
Wagi'iyyah yang disampaikan pada Sidang 
Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/ 
27-30 Juli 2006 M, 

c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional 
Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 
2-5 Rajab 1427 H/ 27-30 Juli 2006 M, 


Dengan senantiasa memohon taufig, hidayah serta ridha Allah Swit.: 


Menetapkan: 


Pasal 1 


Pasal 2 


Pasal 3 


MEMUTUSKAN: 


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM 
ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHISUL 
MASAIL DINIYYAH WAOTIYAH, 

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh 
keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-Hasil Bahtsul 
Masail Diniyyah Wagi'iyah sebagai pedoman dalam 
memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut 
faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu 
madzhab empat, dan mewujudkan tatanan masyarakat 
yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat, 
Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul 
Ulama untuk mentaati segala Hasil-Hasil Bahtsul Masail 
Diniyyah Wagi'iyah ini, 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 


Ditetapkan di : Surabaya 


Pada tanggal 


. ttd 


Drs. KH. A. 
Ketua 


: 5 Rajab 1427H/30 Juli 2006 M 


MUSYAWARAH NASIONAL 
ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
ttd 


Hafizh Utsman Drs. H. Masrur Ainun Najih 
Sekretaris 
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nikan Tempat Ibadah Agama Non Muslim 


A. Deskripsi Masalah 

Dalam kehidupan keberagamaan. yang heterogen sikap. tasamuh' 
(toleran) antar umat beragama menjadi sebuah keniscayaan. Islam pun 
renghargai nilai-nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam 
koridor: dan batas yang telah ditentukan. 

Akan tetapi, umat Islam tetap wajib. menjaga serta memelihara. 
keutuhan iman tanpa tercemari keyakinan agama lain, terkait dengan 
keyakinan yang secara jelas bertentangan dengan Islam dan tergolong 


tindakkekufuran dan kemusyrikan. 
B, Pertanyaan 
agaimanakah hukum seorang muslim meresmikan tempat ibadah 
agama:lain? 
C. Jawaban 


Meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya. adalah haram. 
Bahkan bisa menjadi kufur bila disertai ridha terhadap kekufuran. 
Kecuali bagi seorang muslim yang terpaksa (mukrah) dalam pandangan 
syar'i sedangkan hatinya tetap beriman. 

D.Dasar Penetapan. 


“Dan tolong-menolonglah: kamu. dalam. (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam: berbuat dosa dam pelanggaran, dan 
bertakwalah: kari kepada Aliah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” 
(OS. Al-Maidah: 2). 


1. Ahkamal-(Juran! 
IE aka BEE TR 8 Koni Jeli GEA, 


Dan Firman Allah Swt: “Dani Jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran.” adalah larangan menolong orang selain kita (umat 
Islam) dalam berbuat maksiat kepada Allah Swt. 


1 Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash, Ahkam al-Our'an, (Beirut Dar al-Ihya' al-Turats al- 
'Arabi, t. th), Jilid H, h. 296. 
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2. Tafsir al-Our'an-al-Azhim? 
JP EA lea Kania, IN Je I3nt5 Gl A33 


maa SU deu ia 

Dam Finman Alaih Swt: “Dan:jangan tolong-menolong dalam: berbuat dosa 

dan: pelanggaran.” maksudnya. adalah Allah melarang umat Islam dari 

saling bantu-membantu. berbuat batil: dan tolong-memolong berbuat 
dosa dam haram, 


3 sala AA Ta Lai 3 23 AG Gone Gp 38 


sana 3 Ae Teastai 3 masya Iniil kom 


“Kamu tidak akan Pa kaum yang beriman pada Allah dan hari 
akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah 
dan RasulNya. Sekalipun orang-orang itu: bapak-bapak atau anak-anak atau 
saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (OS. Al-Maidah: 2) 


A3 SG oa Sean Ali total ja Lanal ai Ip Aly iloa uya 


» oa 


Dbabe Lalat help ll Tp Lah alah (laa AENG Taa 


“Barangsiapa yang kafir kepada. Allah. sesudah dia. beriman. (dia, mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka. kemurkaan Allah menimpanya. dan baginya 
azab yang besar.” (OS. Al-Nahi: 106) 


GA pun GILA V3 Sal A5 JG BEA J3 SI Sih ul IA 


Salinan pasta 


“Diriwayatkan: dari. Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 
“Janganlah kamu. memulai salam kepada orang Yahudi dar Nasrani, dun bila 
kamu berjumpa dengan mereka di jalan maka desaklah mereka ke tempat yang 
lebih sempit.” (HR. Muslim) 


2 Ismail bin Umar/Ibn al-Katsir, Tafsir al-Our'an al-Azhim, (Beirut Dar ak-Fikr, t th), 
Jilid Mb. 7. 
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1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim? 
j0 GAN SAN SA Tai dl 0 EU Hn Br 
KE “ SAN IE GB bana Gada 
Ag P3 aa RN PG 3 ab 5 CL Tega IE ag 
Sabda Rasulullah Saw.: “Dan bila kalian berjumpa aa mereka di 
jalan maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit.” Menurut Ashhab 
al-Syafi'i, bila orang-orang Islam sedang lewat di jalan, maka orang- 
orang kafir dzimmi tidak diberi jalan di tengah, tapi dipinggir. Sedangkan 
bila jalannya sedang tidak penuh maka tidak apa-apa (mereka berjalan 
di tengah). Para Ashhab mengemukakan bahwa peminggiran tersebut 
sekiranya tidak menjatuhkan orang dzimmi itu ke dalam jurang, terbentur 
tembok atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. 
Agwal al-Ulama 
1. Gawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam' 


2 6 3 Panin GS seal TE AE slah sa Jeli 
JL WEI 36 Hal sie kala 


Contoh yang ketiga puluh enam: Membiarkan maksiat, semuanya 
adalah mafsadah. Namun ketika tidak mampu melawannya dengan 
kekuasaan maupun lisan, maka boleh membiarkannya. 


2. Al-Igna" 
AT Ah AL nh Wit DB ASI pa HE H5 
ja IE Sa SB AAS Ja OB Cina SIS 3 5 Laga 
J3 Ob aa Aa dh P5) dl AA Aa 3 Ona TIK 
PA sei an nan Be maa 
KEN G3 H3 BU MSN Jake ah Jas Cah 


3 Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats 
al-Arabi, t. th.), Juz XIV, h. 147. 
4 Ixzuddin bin Abd al-Salam, Oawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut : Dar al-Kutub 
al-Ilmiyah, t th.), Juz Ih. 77. : 
5 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Igna' dan Syekh Sulaiman bin Arar Ibn Muhammad al- 
Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairami “ala al-Igna', (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid IV, h. 291-292. 
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2 5 


ka SE 25 MUSI AJE Lal, HE ah, Fs PE (GI 53 22) Ak: 
ES NI TI TARI ha Y aa Telan aa Po ru 153 
J3 aU BEE 525, kaka ATA YA SIT AK 3 Apa Ki 


Aa 3 AM TU ala UU ban AA Us 

Penutup. Haram mengasihi orang kafir, berdasarkan Firman Allah 
Swt. “Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman. 
kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang 
menentang Allah dan RasulNya.” Bila dikatakan: “Dalam bab al-Walimah 
(resepsi pernikahan) telah dijelaskan bahwa bergaul dengan orang-orang 
kafir adalah makruh.” Maka saya jawab, bahwa maksud bergaul itu 
hanyalah secara lahiriah, sedangkan kasih sayang merupakan gejolak 
hati. Bila dikatakan lagi: “Tidak mungkin seseorang menolak gejolak hati.” 
Maka saya jawab: “Hal itu bisa dilakukan dengan memutus sebab-sebabnya, 
seperti dikatakan: “Berbuat jahat itu bisa memutus tali kasih sayang.” 

Perkataan al-Khatib al-Syirbini: “Haram mengasihi orang kafir.” 
Maksudnya adalah rasa suka dan gejolak hati. Sedangkan hukum 
pergaulan lahir saja adalah makruh. Dan redaksi dari Syarh Imam 
Ramli adalah: “Dan haram mengasihi mereka (orang kafir)” maksudnya 
adalah gejolak hati yang bukan karena kekufuran. Bila tidak, maka 
kufur. Baik gejolak hati itu kepada orang tua, anak, atau yang lainnya. 
Dan dimakruhkan bergaul dengan mereka secara lahiriah, walaupun 
dengan saling tukar menukar hadiah, demikian menurut kajian yang 
kuat, selama tidak bisa diharap keislaman mereka. Dan hukumnya 
disamakan pula seperti tadi, bagi dua orang yang semisal berhubungan 
kerabat atau tetangga. 
2. Al-Bahr al-Raig$ 


aa aa LSI SY 5125 ale pa Lag sala) Ua35 GG G) Gowa AI JG 
F3 #KEAM Ba 35 SG 

Al-Tharasusi berpendapat: “Bila seseorang berdiri karena 
mengagungkan diri orang kafir dan kekufurannya maka ia kufur. 


Sebab, rela dengan kekufuran adalah kekufuran (pula), maka 
bagaimana bisa kekufuran menjadi (dinilai) agung?” 


$ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakr, al-Bahr al-Raig 
Syarh Kanz al-Dagaig, (Beirut: Dar al-Marrifah, t. th.), Juz V, h. 124. 
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438. Daur Ulang Air Mutanajjis 

A. Deskripsi Masalah 

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan umat manusia. 
kurang mencukupi kebutuhan, terutama pada musim kering. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut ada upaya mendaur ulang air mutanajiis 
(yang terkena najis), untuk menjadi air bersih yang layak dikonsumsi 
. dengan upaya rekayasa manusia, dengan proses kimiawi. Artinya atas 
dengan menghilangkan ciri-ciri mutanajjis sebelumnya, yang mencakup 
wama, bau, dan rasa. 
B. Pertanyaan 

Apakah air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih secara 
kimiawi dapat dihukumi Ihahir muthahhir? 
C. jawaban 

Air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih secara kimiawi 
(yang hilang perubahan warna bau dan rasanya), tersebut dapat 
dihukumi thahir mutkahhir apabila volume hasil air yang diproses 
itu mencapai batas minimal dua gullah. 
D. Dasar Penetapan 
Al-Sunnah 


Ia 3 3 Or AI YP JI Sa SE Jp5 Saka JB ae JAE YA GE 
SS AN SE SI Seal Sp JS JS SGG CAN aa B5 3 at 


Wa H3 GI TAG EA TAN SN 33 KE Je inna Je ESA jas 
LG Sob Ad SEN IG Gain AG II 3 as il JG 
(SARA) HP on Ia GE Ob INE5 LABj Ke) K TU Aas 
“Dari Ibn Umar Ra ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw. ditanya 
tentang air yang ada di tanah tandus dan air yang berulangkali didatangi 
binatang buas dan binatang ternak. Kata Ibu Umar ra. Rasulullah Saw. 
menjawab: “Bila air sebanyak dua gullah, maka tidak membawa najis.” 
Berkata Abdah: "Muhammad bin Ishag berkata: “Satu gullah sama dengan 
satu tempayan, dan (ukuran) yang diambil untuk air minum.” Berkata Abu 
Isa (Tirmidzi): “Itu pendapat al-Syafi'i, Ahmad dan Ishag. Mereka berpe : 
"Bila air mencapai dua gullah, maka ia tidak menjadi najis oleh apapun, 


acroat 
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selama bau atau rasanya tidak berubah. Mereka juga menyatakan: “Satu 
gullah itu sekira-kira lima girbah air." (HR Tirmidzi) 


WI Ia 133 ad jaan ds 5 JS JS aga Sud dl 3 


(Mn G5) 33 ana jap Ela 


“Dari Abu Umamah al-Bahily ra ia berkata: “Rasululah Saw telah bersabda: 


"Sesungguhnya air tidak bisa ternajisi oleh apapun, kecuali yang mempengaruhi. 
bau, rasa dan warnanya.” (HR Ibn Majah) 


2. Agwal al-Ulama: 

a. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab? 

KE ES Ata sa SI ISP JUS AI Kep Sia JG 
SU Sab ia andi HSNI. SA 5a5 ss ja Sel 3 KA, 


sa 5 AKAL La KGAN SY Mas3 A5 SL 3 
ai ba e ISL 5s SL 3 ora IT ora, Ads Ji EN) 
SA IE AN El ina GS Sus LE Has IE LOL Lb 


Pad un bon Pengen dna 
Kata al GE JA S5 sa G3 3 eka Je Ta Se GE aa 
HAN ea PA ta PE KA IN AN JUAN 
sesaat dna 3 d3 na ad 53 sal II S5 KAN LA 
ega Ae EPA 53 Ia adl BI HE SL 
Ai Op Edi Nb sie dhebak dada Sa Fe 
ek Le Bee Ja ita sea 

AN dtg ag AAS Y IU 25 Gp Cal 33 ES 
7 Dua gullah yaitu & 190 liter atau 58 cma Lihat Mushihafa Dib al-Bugha, al-Tadzhib fi 
Adillah Mant Ghayah wa al-Tagrib, (Damaskus: Dar Ib Katsir, 1996) Cet. Ke-6, h. 13. 


8 Muhyiddin al-Nawawi, al-majmu' Syarh al-Muhadadzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1317 H), JuzI, 
h. 190-191. 


Na BANI an Haa Ep Ob JUS AN kes Ala JG 


Bg sean Sab HE YUS EL MET 


J5 JS jlas dh Aa AN AI Gap dala Ulas 3 JE3 AGEN 
BM P5 Si Da IN dwi PKI doa SE A3 aa 

dial ET 81 IA 53 JUS Kb 
AR ir AN rah Al Pa SA Wati Oei OI olah - 


x3 ate 


aa oa SA GAS J5 Sa 3 Aa 51 
oli Na re SA J8 ASI sa Wait, Za 

Pn andan ae ap ha ba Ba 
EN 26 3 AN JG LAA JAS IG Aap 3 3 la 
3 bs TAS GP na ES AN Is 3 de aa 


Saba Mp ro Aa - men : GA Lela era 3 ISL SI 


- 


daa 38 SEA ya Bu SE Gi gan 33 
HE 3 MRLI Ji Ans IP PA ul as aa JK 
EN ya KN oII Ga Pe EN 


AN 335 BIN AE, GA, Be sll ph SANA 

Penulis (Abu Ishag al-Syirazi) berkata: “Bila ingin mensucikan air 
yang terkena najis, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu, bila najisnya 
disebabkan perubahan pada air tersebut, sedangkan volumenya lebih 
dari dua gullah maka air tersebut bisa suci, bila (i) perubahannya hilang 
dengan sendirinya, atau (ii) dengan cara ditambahi air baru, atau (iii) dengan 
dibuang sebagiannya. Karena kenajisannya disebabkan perubahan dan 
perubahan tersebut telah hilang.” 

Penjelasan: Bila perubahan air najis telah hilang dan airnya lebih 
dari dua gullah maka dipertimbangkan dahulu, (i) bila hilangnya perubahan 
disebabkan penambahan air baru, maka tanpa khilaf, air tersebut menjadi 
suci, baik air baru itu suci atau najis, sedikit atau banyak, dituangkan atau 
bersumber dari (tempat)nya. (ii) Bila perubahannya hilang sendiri, yakni tidak 
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dilakukan rekayasa apapun padanya, yaitu perubahannya hilang karena 
terkena sinar matahari, angin, atau lewatnya waktu, maka menurut 
al-Madzhab air tersebut suci, dan demikian pula menurut mayoritas 
ulama. Al-Mutawalli meriwayatkan pendapat Abu Said al-Ushtukhri 
yang menyatakan, bahwa air tersebut tidak menjadi suci. Sebab, ia 
sudah menjadi najis sehingga tidak bisa suci dengan sendirinya. Namun 
pendapat ini tidak berarti apa-apa (tidak menjadi masalah), mengingat 
sebab kenajisannya adalah perubahan. Bila perubahan itu hilang 
maka air tersebut menjadi suci kembali berdasarkan sabda Nabi Saw.: 
“Bila air telah mencapai dua gullah maka ia tidak najis.” (iii) Bila perubahan 
kondisi air hilang karena dibuang sebagian, maka tanpa terdapat khilaf, 
air itu menjadi siici, namun dengan syarat volume sisa air setelah 
pembuangan sebagiannya masih mencapai dua gullah. Bila yang 
tersisa kurang dari dua gullah, maka tanpa terdapat khilaf, air tersebut 
tidak kembali suci. Hilangnya perubahan kondisi air dengan membuang 
sebagiannya, bisa digambarkan, sekira airnya banyak dan tidak 
terkena angin, kemudian saat air berkurang, angin bisa masuk 
dan menguranginya. Begitu pula bila terkena matahari, sehingga air 
tadi bisa menjadi bagus. 

Kemudian bila perubahan kondisi air tadi sudah hilang dan telah 
kita hukumi suci, lalu air tersebut berubah lagi, makaia tetap suci, dan 
perubahan (kedua) tidak mempengaruhi kesuciannya. Sebab, air tersebut 
adalah air suci yang berubah bukan karena najis yang mengenainya. 
Maka, air tersebut tetap suci seperti halnya air yang belum pernah 
terkena najis sama sekali. Demikian penuturan penulis kitab al-Hawi 
(al-Mawardi). Keterangan ini cukup jelas dan tidak samar lagi. Wallahu a'lam. 

Penulis berkata: “Bila air itu dimasuki debu atau kapur (gamping: 
Jawa) sehingga perubahannya hilang, maka dalam hal ini ada dua 
gaul. Dalam al-Umm Imam Syafi'i berkata: “Air itu tidak bisa menjadi 
suci. Sebagaimana tidak bisa menjadi suci pula bila air itu diberi kapur 
barus atau misk kemudian bau najisnya hilang.” Namun dalam Harmalah 
ja mengatakan: "Air itu bisa menjadi suci.” Dan ini merupakan pendapat 
al-Ashah, sebab perubahannya sudah hilang. Seperti halnya bila 
perubahannya hilang sendiri atau karena ditambah air baru. (Debu 
atau kapur/gamping) ini berbeda dengan kapur barus dan misk, 
sebab bisa jadi perubahan baunya masih ada. Air yang ditambahi 
kapur barus dan misk tidak menjadi suci dikarenakan dominasi bau 
kapur barus dan misk mengalahkan perubahan baunya tadi.” 
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Penjelasan: Kedua gaul: ini masyhur.. Penulis menyebutkan, bahwa: 
salah Mn sedangkam yang satu lagi dalam 
iwayat cat dikatakan puli oleh. al-Mahamili: dalam 
ali Misjmu' “Andhi Abu Tihayyib berkata: "Kedua gaul ini dikutip oleh 
Harmalah dan jaga: oleh ai-Muzani dalan. al-Jimi al-Kabir.” S 1 Abu 
Hamid dam al-Mawardi berkata: “#Kpcihaea gal iis di kastitp oleh alMizani 
dalam: kitabnya, al-Jumi! al-Kabir, dam: al-Syafi'i” Agak 
menga aa Pa angan jelas (nasi) : 


mayoritas bitodonyer NE ma “Ai ilta menjadi: gacii Sementara 
dalam riwayat Harmalah ia: berkata: “Asir itu tidak menjadi suci.” Begitta 
pula kutipan al-Mahamili dalarn al-Tajridi dari: Harmtalah, “Air ita tidak 
Sl sar oo nga ai See berbeda dkngam kulipamnya (sendi. 
Be mn ane ma akan hhaliawa air tersginst: menjadi 
saci. Nammum (tadi) telah: kami: sebutkan riwayat dari al Oadhi Abu Thayyib 
dan penulis al-Syamil, batnwa mereka berdua mengutip dari: Harmalah, 

bahwa ia mengutip dua gaul dari al-Syaff'i. Maka: kutipannya dalam: 
kitab seal Handa belikeyandharen pa ara Denga pa) kutipan para 
Ashhab. para penulis kitab figh berbeda pendapat tentang 
oamakaki yang letih stohi dst dua: gan terselvat? Peruslis dalann kitab 
al-Muhadzdzab ivi, dan dalam: al-Tanbih, begitu pula gurunya, al-Gadhi 
Abu Thayyib, Abu al-Abbas, sbaJan an Tana dan. yang lain, 


b. Hasyiyah al-Julyubi wa 'Umairah? 
EA kk cela Aw) as IS amat (ae HEM AI Es An - 25 Y,) 


» 5 0 


3 n. BG. — 


3 DP mer HE P3 Ig Bp ga Sa Ba Nb 
AI kelar WR ag SA ja Tara Aa BAN Ga 
lab BN Asi LAB AG RE Ara Gil sasa ( ) Pari 
Is IS al ae al KP Sai (ai NA nan Ma Dana 
dki 393 KAA LT SN SES (Gaah ali Z3 (AG SS Igo 


g. — LT. ox 


? Jalaluddint al-Mahalli, Syarah Minhaj al-Thalibin pada Hamisy al-Oulyubi dan. Umairah, 
(Surabaya: al-Mishriyah, t. th.) Jilid Ih. 21-22. 


Wb Yg Ona IL IN, al AGAN TE, ta 2. & 56 (ob 
Ah Fa IIA : 


gk 


PELNI Jap KAT AS Ia aa 53 3 
BS SI ap sa se s! Ba SR aa 533 sb san 
JB (WLAN) 13 G3 SG A33 Jb IS IS6EN AI bla UIN G5 

ka La Manga 2, GE LN Yh es van ea 


(Air dua gullah tidak menjadi najis karena terkena najis), berdasar 
hadits: “Jikaair mencapai dua gullah, maka in tidak membawa najis.” Hadits 
ini dishahihkan oleh Ibn Hibban dan yang lain. Dalam riwayat Abu 
Daud dan. riwayat yang lainnya, dengan sanad shahit: “Sesungguhnya 
air dua gullah itu tidak menjadi: najis.” Yralah maksud sabda Nabi Saw. 
“Tidak membawa majis. ” Yakni menolak dan tidak menerimanya. (Jika 
najis tersebut membuatny tibah) yakni membuat berubah air 
dua gullah ita (maka ia menjadi najis), berdasarkan hadits riwayat Ibn 
Majah dan selainnya: “Air tidak menjadi najis oleh sesuatu kecuali yang 
dapat mempengaruhi bau rasa dan warnanya.” (Jika perubahan dengan 
sendirinya itu hilang) yakni bukan karena tercampur dengan sesuatu, 
semisal perubahannya hilang karena diam terlalu lama, (atau karena 
air lain) yang digabungkan, (maka ia menjadi suci). Sebagaimana yang 
hilang adalah sebab najisnya, (atau karena misk dan za'faran), dam cuka, 
yakni bau najis hilang lantaran misk, warna najis hilang karena za'faran 
dan rasa najis hilang karena cuka, (maka air itu tidak) menjadi suci. 
Sebab masih diragukan, apakah perubahan air itu hilang atau 
tertutupi? Bahkan yang zhahir adalah tertutupi. 


Ungkapan al-Mahall: “Yakni bau najis hilang ...” Memberi pengertian, 
bahwa salah satu sifat tidak bisa menutupi yang lainnya. Oleh sebab 
ita, bila bau najis hilang dengan cuka atau za'faran, maka air tersebut 
suci.!0 Begitu pula yang lainnya. Ungkapannya tadi juga memberi 
pengertian bahwa dalam najis tagdiri hanya diandaikan perkara 

yang sesuai dengan sifat yang ada. Air najis berbeda dengan air 


W Mungkin yang tepat adalah tidak suci. Sehingga redaksinya bukan s5 tetapi '4: J. 
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yang suci dengan beratnya perkara najis. Begitu dikatakan, dan di 
situ ada pembahasan mendalam. Ungkapan al-Mahalli: “Sebab 
masih diragukan, ...” Guruku berpendapat: “Keraguan itu terjadi 
bila misalnya, bau misk tercium. Bila tidak, sekira baunya dan bau 
najis sama-sama samar, maka air tersebut suci menurut al-Mu'tamad. 


441. Tanggungjawab Pihak 
Asuransi atas $ isa Kredit Rumah 


A. Deskripsi Masalah 

Perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa semakin banyak 
bermunculan, seiring dengan semakin banyaknya orang yang merasa 
perlu jaminan atas kemungkinan resiko yang akan menimpanya. 
Untuk memperoleh jaminan dari perusahaan asuransi, seseorang 
diharuskan membayar kepadanya sejumlah dana tertentu (premi), 
baik secara kredit maupun kontan. 

Transaksi penjaminan asuransi terkadang juga menyertai trasnsaksi 
kredit Rumah Sederhana dan Sehat (RSS). Dalam transaksi penjaminan 
asuransi tersebut terdapat perjanjian, bahwa pihak perusahaan asuransi 
akan menanggung resiko untuk melunasi sisa kredit rumah manakala 
debitur meninggal dunia. Akan tetapi, jika debitur tidak meninggal 
dunia, ia tidak memperoleh sesuatu apa pun dari jumlah dana (premi) 
yang telah dibayarkan. 

B. Pertanyaan 

Apakah sah menurut hukum Islam, sistem penjaminan perusahaan 
asuransi untuk menanggung pembayaran sisa kredit, manakala debitur 
» asuransi meninggal dunia? 

C. Jawaban 

Akad atau transaksi asuransi dei gan jaminan dalam bentuk 
pembayaran sisa kredit, manakala debitur asuransi meninggal dunia, 
adalah haram dan tidak sah. Sebab akad atau transaksi asuransi tersebut 
mengandung unsur gharar (tipuan / ketidakjelasan), gimar (ketidakpastian), 
dan riba. | 
D. Dasar Penetapan 


Al-Our'an 
” Fa . aa '$ Pete 3 .. 3 »£ 14 I- 2. Je “ — . “8 
PE 3 Aa Li Spa Ink ab Y Igala Call Lie 
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Agu Pi 


Ot Ce OS Al Oj Kai Inktas V3 Ka 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(OS. Al-Nisa': 29) 

1. Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta will 


WAY (yaah abi as bias Ea aa kpd, 


PANAI saia 3 33 0p3 SAN SA cak ARI GI Ga 

Dan firman Allah Tu ala: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” dengan 
jalan haram, yaitu riba, perjudian, ghasab, mencuri, khianat, dan lainnya. 
Dan dalam satu versi, dengan jalan akad-akad yang fasid.” 


Usia JAE Gp Ia Sis Lt Isadiy pAII Las Inda Gak Caleg 
@3 5 S3 5 KePaT) 


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.” (OS. Al-Maidah: 90) 


Al-Sunnah 
AA en ad 3 ga Jet Io Sih dl aa 
“Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah melarang praktik jual beli 
(dengan) lemparan dan jual beli yang mengandung ketidakjelasan.” (HR. Ahmad) 
3 Syari Shahih Muslim? | 
GS al ES NBA? Lae JO gb AI SE BU 
Sera oo. 203 jet $ 332... e 3 
PP 2G 3 3 memb LE AAN AN AM Angapa 
PSN AS 3 AAN 33 IE SA dala 5 Tj ali ja Yap 


a.n 


1 Tbn Mas'ud al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, (Beirut: Dar al-Mar'rifah, t. 
th.), Cet. ke-2, Jilid I, h. 417. 

12 Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut:: Dar al-Ihya' al-Turats 

— al-'Arabi,t.th.), Cet. ke-2, Juz X, h. 156. 
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Ie BP Ka Laki 5 KAI JAN 85 VBN 9 gl 
ian se bsa an pat Ao 
PU BA IA oelak jd Kata al) A23 GI as al Ams Jaa 


Ap Map AAN SAI Fans 3 SI ia 3 ah Jaa AI 
Pe Cat aduk Sem YAA ati AM ARA SN, 


Dan pelarangan jualbeli gharar (yang mengandung ketidakjelasan) 
merupakan prinsip penting dari beberapa prinsip dalam kitab tentang 
lainnya). Jualbeli gharar reencakup banyak kasus, seperti jualbeli budak 
yang melarikan diri, barang yang tidak ada, barang yang tidak diketahui, 
barang yang tidak bisa diserahterimakan, barang yang belum dimiliki 
secara sempurna oleh penjual, ikan yang masih dalam air banyak, air susu 
yang masih dalam tetek (belum diperah), janin yang masih di kandungan, 
sebagian barang tumpukan tanpa kadar yang jelas, sepotong pakaian 
dari beberapa pakaian, seekor kambing dari beberapa kambing, dan 
setnisalnya. Semuanya rmerupakan jualbdli yang tidak sah, sebab mengandung 
ketidakjelasan tanpa adanya hajat (yang metegalkannya). Ada pula 
sebagian ketidakjelasan yang diperbolehkan dalam praktik jualbeli. 
Seperti ketidakjelasan pondasi rumah, jualbeli kambing yang sedang 
hamil, dan kambing yang dalam teteknya ada air susunya, maka semuanya 
sah. Sebab, pondasi itu mengikuti bagian rumah yang tampak, dan 
sebab hajat mengharuskan begitu. Sebab, tidak mungkin melihatnya. 
Demikian pula pada janin dan air susu kambing. 


GG SIG mang AB 3 KS di ai APE) 


“Dari Abdullah bin Umar, sungguh Nabi Allah Saw. relah Sean 
khamr, perjudian, permainan dadu, dan minuman keras dari jagung (produksi 
Etopia)." Dam beliau bersabda: “Segala (miruman) yartg memabukkan adalah 
haram.” (HR. Abu Dawud) 


Agwal al-Ulama 
1. Takmilah Pagar Naa al-Muhadzdzab!3: 


13 Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jeddah: 
Maktabah al-Irsyad, t. th.) Jilid XIMI, h. 470-471. 
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GEN AKA Sia ena) KAT La, aa ie AE Td FAN ES Ia Sia Hua Bag 
5 panen Sl Et Jul SA: Maan Hi Sa Jaga Sal tw) 
SAB NE 2 € SEA Aa aya sa Ser li, SI 
Ia ata WS Lema TE AI EN ia, ea) 
Dndnsaari Avatap genk yana Ke AM 
Was as jt BEN 53 SESI KG GS EA Gs AA Gp 
SK SE () Ga IS 15) GEA aa asi ag 
Rip 3 (BRA Ga 5) AA AOA : (&) (CS & Ar 
J N AAN case ge 1 AN Tes SRI EN di ai TNGa- 

| Jisai Bas - us Yu papa Ola — at FE on 2 ag 

H5 Yks Arena 4 Ni S3 K3 3 Ola) A3 -Y JP 
BALAS ay KEAA —V GI 3ASR 1 og Lali Set AE 0 Iii 
Pa in Pe ap BI 

Ditinjau dari segi bentuk dasarnya asuransi dibagi menjadi dua 
macam: (1) al-Ta'min al-Tabadduli al-Ta'awuni (Asuransi Kolektif), (2) 
Al-Ta'min bi al-(Jishti (Asuransi Premi). Kita batasi pembahasan pada 
jenis kedua saja. Sebab, inilah yang masih diperselisihkan. Asuransi 
jenis ini dijalankan oleh perusahan asuransi dengan berdasar asas 
niaga. Perusahan asuransi menentukan harga rumah yang diasuransikan 
dan bersepakat dengan nasabah (yang masing-masing punya ketentuan 
sendiri) yang dijamin untuk diberi ganti rugi. Yakni dengan membayar 
sejumlah harta sebagai asuransi dari musibah, ketika benar-benar 
terjadi musibah maka mereka akan diberi sejumlah harta tertentu. 
Asuransi semacam ini memiliki banyak varian, sesuai dengan resiko 
yang mungkin dihadapi seseorang, dan bisa diklasifikasikan menjadi 
tiga varian: (a) Asuransi pribadi, temasuk di dalamnya asuransi jiwa. 
(b) Asuransi properti. (e) Asuransi tanggungan sosial. Terkait asuransi 
dan berbagai variannya, pendapat para ulama terbagi menjadi tiga ... 
Pendapat pertama mengharamkannya dengan beberapa pertimbangan, 
yaitu: (1) Jaminan dalam asuransi merupakan kesanggupan pada 
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hal yang belum pasti terjadi. (2) Menguasai harta orang lain dengan 
cara-cara yang tidak benar. (3) Mengandung unsur taruhan, judi atau 
setidaknya nmenyerupai judi. (4) Ketidakjelasan dan ketidakpastian, 
sehingga tidak layak dengan standar akad (yang diperbolehkan). (5) 
Bertentangan dengan aturan warisan dan wasiat. (6) Mengandung unsur 
riba. (7) Mayoritas persyaratannya fasid (rusak menurut hukum). (8) 
Tidak terdapat tuntutan ekonomi yang mengharuskannya. 

2. Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mw'asyirah4 


PE IE BA KN ES IA ME oa Ita AT oee IL 
UE PA AA IP Jati Ga NG BT IE JAN 
355 (0232 Ip EPA BUIN EP 25) UPI G5 US 
BA J5 AN GE eat PJ AI Ka Sei 
Was Tai DUS GA SR 233 Sa Ap Ui UI Gatal 
PE GE A33 AI ia Jali G3 V5 Ula GEN SEE (AS G3 
EN Gaia SEE Ia A5 SAS BE Jati sia JA ab en 
ASI IE ga ASN SY BG SN jln Ing 20 Jul, 
Tol BG Bilas Soap V (SAN) SARI ASI Lo IBI GI 
SIR yan ae ee lh 3 

Asuransi niaga atau model premi tetap merupakan transaksi fasid 
(gugur dalam hukum). Sebab akad ini bergantung pada spekulasi 
kecelakaan dan ketidakpastian, yang terkadang terjadi dan terkadang 
tidak. Maka transaksi ini secara subtantif sama dengan judi. Ada lima 
sebab yang mengharamkannya, yaitu: (1) Riba, dengan sebab adanya 
tambahan pembayaran premi tanpa imbal balik. (2) Gharar atau 
ketidakpastian yang cukup kuat, sebab akad ini berdasarkan pada 
spekulasi yang simpangsiur dan belum wujud. (3) Perjudian. Terkadang 
seorang nasabah (pemengang polis) baru membayar premi sekali 
dan mengalami kecelakaan sekali (sudah bisa mengajukan klaim). 
Terkadang ada pula yang sudah lunas membayar semua premi, namun 


ke 


,. 


4 Wahbah al-Zuhaili, ALMu'amalah al-Maliyah a-Miu'asyirah, (Damaskus: Dar aH-Fikr, 2008) , Cet 
ke-6, h. 127-128. 
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sia-sia belaka (tidak bisa mengajukan klaim karena belum mengalami 


gharar atau ketidakjelasan (dalam akad ini). (4) Potensi kerugian besar, 
karena ketidakjelasan obyek akad. Selain itu, juga mengadung unsur 
perjudian. Sebab mempertaruhkan keselamatan jiwa dan harta sampai 
batas waktu yang tidak ditentukan. (5) Jahalah (ketidakjelasan), sebab 
jumlah nominal premi yang harus dibayar oleh nasabah tidak diketahui 
secara pasti oleh kedua belah pihak. Begitu pula kompensasi yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan. Bahkan jahalah atau ketidakjelasan ini 
tampak sekali dalam jumlah premi yang dibayar oleh nasabah dan masa 
terjadi terjadinya resiko. 

3.Al-Mu'amalah Maan al-Mu 'asyirah!5: 


ega ing AI Gak aa js Yariihe SARAN, pa BEN 
AA apa AE Mp CA HA ge 23 KASN gan GAN 
(e Lawa Gi Gan KN bana Aa S3 ) BWAO re 8 # at Eau) Gea 
Lp: akal wa) FN d AD On SAI 3 (srave/awar) 
ES et 3533 2 Sauna Pe aa TKA & d SIN Id 2, 
3 Era Kebal 2S 3 Nan BE Royal A3 Aa SU sal 
35 5 3 SNI aka CE 533 535 (pria) (C SI Ja 3 
2 KAA ap NN Bes DI ee sap SY WS BEA (e/N)A 
Ya Gb YAA KIE ENG SAI Tanpo 
3 JI 5 2 see ae ananda BEA jg 55 
Le AW SE NA PAS Yaa aa ala 
TN 3 S3 3 SAS, He og ata di Gee sie a53 gaada 
an sa dn ai Hn Su Ha SE IS AE 3 


Cun 


x 


. 


-. 1 


2 gan aa Bata JP BRI de 


1s Wahbah AL Zuhail, Apakah ak-Maliyah cbtu'asyirah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008) , Cet 
ke6,h 263264. 
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Datu Hama Gp alan Y5 9 seba sa 
Memang ada patartan kolektif dan (aa yang menya 

bahwa asuransi kerjasama sosial kemasyarakatan adalah halal. Hal itu 
berdasarkan asas dan metode! berbagai macam jenis-asurarsi. Kendati 
: nan asaransi niaga muncal dalam Muktamar Ulam: 
Ilam ke2 di Kairotahan 1385H., Muktamar Ulama Islam ke-7,juga'di'Kairo 
tahun 1392 H./1972 M., Majma'al-Buhts'al-Islamiyah di Al-Azhan, Mojrua'dl- 
Figh al-Islari Rabithah -al-Alam al-Islami di Makkah 'th.1398 H./1978 M., 
Keputusan Majlis Haiah Kibar al-Ulamu di Kerajaan Arab Saudi, th.1397 
H./1977M., Keputusan al-Nadwah al-Fighiyah ke-3 di Baital-Tunnull, Kuwait th. 
1413 H./1993 M. dan Keputusan Majma' al-Fighal-slamin-Duuli,No.9 
(0/2) F/HI. Rumusan haram itu mengingat “asuransi niaga merupakan 
akad fasid. Sebab, asuransi riaga dibangun atas dasar spekulasi resiko 
yang kadang terjadi dan kadang tidak. Maka secara subtantif asuransi 
niaga merupakan judi. Tidak 'bisa dikategorikan dan disamakan pula 
dengan transaksi mudharabah. Sebab, dalam transaksi mudharabah 
pemilik modal menanggung sendiri resiko kerugiannya, yang terjadi 
sebaliknya pada asuransi. Dalam mudharabah, bila pemilik modal mati, 
maka #hli waris hanya mendapat harta yang telah dibayarkannya. 
Berbeda dengan asuransi, ahli waris berhak menerima sejumlah 
klaim nominal yang amat besar. Dalam karakteristik akad asuransi 
tidak terdapat kemungkinan kerugian, berbeda derigan mudharabah. 
Keuntungan dalam mudharabah terukur dalam prosentase yang tidak 
terbatas pada nominal tertentu (hal ini berbeda dengan keuntungan 
dalam akad asuransi)..Asuransi niaga irii juga tidak -bisa disamakan 
dengan akad kafalah atau dhaman (tanggungjawab) sebab 'kesalahan, 
merusak, atau menguasai (hak orang lain). Sebab, kafilah adalah 
menggabungkan tanggungjawab pada tanggungjawab lain dalam 
hutang yang sudah tetap dan pasti. Sedangkan hutang dalam asuransi 
niaga bersifat belum tetap, belum jelas dan belum pasti. 


442. Masa Tangguh Atas Mafgud 
(Orang yang Hilang Kabarnya) 
A. Deskripsi Masalah 
Bencana Alam yang beruntun menimpa Indonesia menimbulkan 
permasalahan tersendiri. Misalnya, seseorang menjadi mafgud (hilang 
kabarnya), tidak diketahui di mana keberadaaannya, kapan akan 
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kembali, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. 
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan masalah dalam rumah tangga, 

khususnya istri yang perlu mendapat kepastian untuk menikah dengan 

laki-laki lain. Demikian pula bagi ahli waris dalam kepastian untuk 

mendapatkan warisannya. Sebab, jika istri tersebut menikah lagi dengan 

laki-laki lain atau harta benda suaminya telah diwariskan, dlikhawatiikan 

ternyata ia datang kembali. 

B. Pertanyaan 

1 Ae ban ka Ummu 
menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula Papan ahli waris untuk 
mewarisi harta peninggalannya? 

2.Bagaimanakah bila seseorang yang muffgud itu kemudian datang 
kemibali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula 
setelah hartanya dibagikan kepada. ahli waris? 

C. Jawaban 

1.Masa tangguh bagi istri dan ahli waris'atas seorang mafgud diperimci 
sebagai berikut: 
a. Masa tangguh atas seorang mafgud bagi istri untuk boleh menikah 

dengan laki-laki lain, terdapat:tiga pendapat, yaitu: 

1) Sampai terdapat kepastian si mafgud meninggal:dunia. 

2) 4 tahun dan 4 bulan 10'hari(masa 'iddah wafat). 
ta'lig thalag. 

b. :Masa tangguh atas seorang. mafgud-bagi-ahli waris: antika mewarisi 

harta peninggalannya, terdapatduapendapat, yaitu: . 

1) Sampai terdapat kepastian si mafgud meninggal dunia. 

2) Sampai meninggalnya mayoritas orang-orang yang seusia 
dengan orang yang mafgud itu. 

2. Apabila si mafgud datang kembali, maka: ui 
a. Bila istrinya sudah menikah dengan laki-laki lair, Ha dalam 
hal ini terdapat.dua-pendapat: 

1) Istri tersebut tetap menjadi istri-ssuami yang:baru. Sebab, 
pernikahannya dengan si mafgud sudah terputus dengan 
faskh atau keputusan hakim. 

2) Suami mempunyai dua opsi, yaitu: (1) Menarik istrinya 
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istrinya menjadi istri suami yang baru dengan kompensasi 
mahar mitsil yang harus dibayar suami baru tersebut kepadanya. 
b. Bila harta warisannya sudah dibagi ahli waris, maka mereka 
wajib mengembalikannya ataupun menggantinya, bila harta warisan 
yang diterimanya telah habis. 
D. Dasar Penetapan 
Al-Ouran 


Ce ai en Ae ah 5 dilas 
MI Ae Mb gin Kudo 

“Janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beragad nikah, sebelum 
habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang 


ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahrwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun.” (OS. Al-Bagarah: 235) 


1. Jami" Ne 'an Ta wil Aayi al-Gur'ani£ 

PE KR AA ai ab La HD oh JB Kg 
Sasha 3 bea Tan Se Ways AAN AO sie | 
S3 IS Ga Pe Tel SAS ga Ic aa 


( Vas SI Al Isi ga ah GI asia Xu arak, Apt 
IN He Y si SESI an ES Sa 1 Isrea ad) 
S3 JS A3 Was Sai kie (SB inas pas Ata AD 


dasi ali ENI Uk ra 

Maksud Allah Swt. dengan firmanNya: “Janganlah kamu ber'azam 
(bertetap hati) untuk beragad nikah.” adalah jangan kalian sahkan akad 
nikah wanita yang masih dalam masa 'iddah. Lalu kalian tetapkan 
wanita tersebut antara kalian dan mereka para wanita, dan kalian 
nikahi dia sebelum habis masa iddahnya. Firman Allah Swt.: “Sebelum 
habis 'iddahnya.” adalah sehingga wanita itu sampai pada batas habis 


16 Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan ' an Ta'wil Aayti al-OGur'an, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th.), Li IL, h. 527. 
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masa 'iddahnya, yang telah dijelaskan Allah Swt dengan firmanNya: 
“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan 
meninggalkan “isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (OS. Al-Bagarah: 234). Allah 
telah menyebutkan batas masa 'iddah dalam al-Our'an. Artinya, 
bagi sepasang calon pengantin, si calon mempelai laki-laki tidak boleh 
menikahi calon mempelai perempuan yang masih dalam masa 'iddah. 
Lalu ia berkeinginan mengikatnya dengan tali pernikahan, kecuali 
ja telah menghabiskan masa 'iddahnya. Maka seketika itu pula batas 
waktu dddan yang Allah tetapkan dalam al-Our'an telah habis. 


Tien pa slag Aan Igodab Gaal pat Gl DA Ke DI sal 


“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan 
meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” (OS. Al-Bagarah: 234) 


ka 
s an Pe ANA Y (UII Ga an an Ii,» 


“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki.” 
(OS. Al-Nisa': 24) 


Al-Sunnah dan al-Atsar 


HER jan ai Eka ga AE GIN IE JAS S6 ab jl 


SEN 336 AS CBN IS 3 ai Ina EA 


“Dari Ibn Umar r.a. ia berkata: “Nabi Saw. telah melarang orang menjual 
jualan orang lain, dan melarang orang meminang pinangan orang lain 
sehingga orang tersebut membatalkan pinangannya lebih dulu atau ia 
mengizinkannya.” (HR. Ashhab al-Sittah, dan ini redaksi Bukhari) 


JA AW SA GA GA JEAAN g3 ae Soadh Ana 

SE nia, AN Tai KS Dosa IL ES GB Al 

“Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: 

“Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka 

ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat 
bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi)” (Riwayat Malik) 
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1. Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha' 
Bu 33 Mo JELAS ale AA M3 LP Oh Ulu JG 
31 Ja us Gate PAI ON SN JB Ae JSI GI Ja 
Naa wak Jb SI BS ae A3 Ha JG Kao ea ge aa 
Is sha ga sstaa BAN IS 3 ju ai AE ya 
Be EA 5 en laa (3 PEN oa MAA 
1333 Wa JS OLI C5 SI BSE Aa 333 R5 WAK SB la 
ina Je) dis 3g xi JI 33 Jai P $ Ba 
sid 3 agen uu, 


Imam Malik berkata: “Jika ia menikah setelah selesai masa 'iddahnya, 
kemudian suami barunya itu melakukan hubungan badan dengannya 
“ataupun tidak, maka tidak ada jalan bagi suami pertama untuk kembali 
padanya.” Imam Malik berkata: “Demikianlah ketentuan masalah ini 
menurut kami. Namun jika suami lama menemui sang istri sebelum 
terjadinya pernikahan yang kedua, maka dialah yang lebih berhak 
terhadap istrinya.” Imam Malik berkata: “Saya mendapati para ulama 
mengingkari riwayat yang dikatakan oleh sebagian ulama berasal 
dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: “Suami pertama boleh memilih, 
meminta mahar yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih 
istrinya.” Imam Malik berkata: “Dan telah sampai kepadaku, bahwa 
Umar bin al-Khattab berkata tentang wanita yang mendapat talak 
dari suaminya yang tidak ada di tempat (sedang pergi), kemudian 
Si suami meruju'nya, namun pernyataan ruju'nya tidak sampai ke pihak 
istri, sementara yang sampai kepadanya hanya talaknya saja, kemudian 
si wanita'itu telah menikah lagi: “Sungguh bila suami kedua telah 
melakukan hubungan badan dengannya ataupun belum, maka tidak 
ada jalan bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak untuk 
kembali pada istrinya.” Imam Malik berkata: “Riwayat ini yang paling 
aku sukai dari beberapa riwayat yang telah aku dengar tentang kasus 
ini.dan tentang mafgud.” 


17 Abdurrahman al-Suyuthi, Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha', (Mesir: Isa al-Halabi, 
t th), Juz II, h. 95. 


669  Ahkamul Fugaha 


Agwal al-Ulama 
1.Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin 8 


” 


We 3233 AN A23 AA LN Aa ola 422095 Ora CS (J3) 
pe SAN HI dosa kar Shota 
03 Gp AR 1 Eye ea oh Gas II 


Ge 1.5 


mw jub ag Gaga Ass nd ea Td NI Asad 
PEN Un SE BEJ 3Xs 253 5 sa Di aa Gi aah 
(Sah, SA JAN Av 2 Oa TAK S3 Yati Bi PAN 
Pasal tentang suami yang pergi Aan istrinya. Jika tidak terputus 
beritanya, maka status pernikahannnya tetap berlanjut. Dan hakim 
memberikan nafkah untuk si istri yang diambilkan dari harta suaminya, 
bila memang hartanya terdapat di daerah tempat tinggal si istri. Jika 
tidak ada, maka hakim menulis surat kepada hakim di tempat suami 
berada untuk menuntutkan hak si istri. Jika beritanya terputus, dan tidak 
bisa dipastikan tentang kondisinya, sehingga ia diduga mati, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat: (1) Oaul Jadid al-Azhhar menyatakan, wanita 
tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai terbukti 
kematian atau talaknya, dan kemudian ia menjalani masa 'iddahnya. (2) 
(aul (Jdadim menyatakan, wanita tersebut menunggu selama 4 tahun, 
kemudian menjalani masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 
(4 bulan 10 hari), kemudian sudah diperbolehkan menikah. Hujjah yang 
disampaikan para ulama atas gaul jadid adalah, bahwa budak wanita 
yang melahirkan anak seorang sayyid yang mafgud tidak merdeka 
dan hartanya tidak boleh dibagi. Selain itu, hukum asal dalam masalah 
ini adalah si suami pertama masih hidup dan pernikahan masih sah. 


2. Raudhah al-Thalibin wa “Umdah al-Muftin 1 


panas Daus pegas lengan Joe ana 
SA buta Sab Os op SU He :5 bae 


18 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa "Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab 
al-Islami, t. th.), Cet. ke-2, Jilid VIII, h. 400. 

19 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa “Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab 
al-Islami, t. th.), Cet. ke-2, Jilid VIII, h. 402-403. 
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Kan AA Yus MEI Sasa das 


. 
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& 


Ol BEAN Kis Kdnl Uap ala EN KASN La 3S 


Ga Li pe Pat ES Ka BN 5 SA 3 
DG EN 533 B3 ES IPS peni JI Ae sangan 


3g aa Ji Pena e Pa  anG 
WS JA Jl 3 Y ah La mes ma Ia SN 
Sl as sak ST JUS Al 3 £ GAN yP Gel YP Pa 


2.3 Ke 


siam an Setan YA aa BG Se Na IU 3 KE 
Pegang sb KAS Ola ca aa aka sel 33 
Mun Head ja LAN GP) sa HI IG TS HN AH 
Les yun JA ki yen TUAA 3 yA Gi 
ori SE IA Gl Ja DAA s5 SIA Enno is IS Ia LG GEN 
TG 33 ea SJ ah gan Ga ye us oh 
EA S3 A83 SAI 348 J3 Aas jl ALAN Cah J3 Jap 533 
JAN aa GA JUAN Bada 


AG IU 63 jan Ip e3, 3 saban Ie EL IS) ZR 
SE Ga SI AG GS Si al can NU IP en Ip aa 
Kasus keenam dari khilaf tentang mafgud. Bila suami yang menghilang 
muncul, maka bila kita menggunakan gaul jadid, maka bagaimanapun 
si wanita tetap menjadi istrinya. Bila si wanita sudah menikah lagi, 
maka suami pertama (mafgud) tidak boleh bersetubuh dengannya, 
sampai si wanita menghabiskan masa 'iddah dari suami kedua. Bila 
kita menggunakan gaul gadim, maka terdapat beberapa riwayat: 


1) Dari Abu Ali bin Abu Hurairah dan al-Thabari, menyatakan bahwa 
hukumnya sama dengan seperti di atas (gaul jadid). Sebab, kita telah 
meyakini kesalahan dalam menghukumi mati suami pertama. Seperti 
halnya orang yang menghukumi berdasarkan ijtihad, lalu ia temukan 
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nash yang berlawanan dengannya. Riwayat ini yang lebih shahih 
dari dua riwayat yang ada, demikian menurut al-Rauyani. 

2) Bila kita menghukumi dengan terjadinya perceraian (nikah si istri 
dan suami pertama) secara dhahirnya saja, maka hukumnya seperti 
yang telah kami sebutkan (gaul jadid). Sementara bila kita menghukumi 
dengan terjadinya perceraian (nikah si istri dan suami pertama) 
secara dhahir dan batin, maka pernikahan suami pertama batal, 
seperti kasus faskh sebab suami tidak mampu memberi nafkah. Bila 
si istri sudah menikah lagi, maka ia tetap menjadi istri suami kedua. 
Demikian pendapat Ibn Ishag. 

3) Diriwayatkan pula dari Ibn Ishag, bila suami pertama muncul, sedangkan 
si wanita sudah menikah lagi, maka ia tidak dikembalikan kepadanya. 
Namun bila belum menikah lagi, maka ia dikembalikan kepadanya, 
sekalipun hakim telah memutuskan perceraian antara keduanya. 

“4) Si istri tidak dikembalikan pada suami pertama, tanpa khilaf. 

5) Dari al-Karabisi, dari Imam Syaff'i -rahimahumallah ta'ala- menyatakan, 
suami pertama mempunyai dua opsi, yaitu antara (i) mengambilnya 
dari suami kedua, atau (ii) membiarkannya tetap menjadi istri suami 
kedua, dan ia mengambil kompensasi mahar mitsli (dari suami kedua). 
Dasar hukumnya adalah riwayat tentang Umar ra. yang pernah 
memberi keputusan hukum demikian. Dalam riwayat al-Oadhi 
Husain terdapat tambahan riwayat Umar ra. tersebut, yaitu: “Bila 
suami pertama memyfaskh pernikahan si istri dan suami kedua (lalu | 
mengambil kembali istrinya tersebut), maka ia harus memberi 
kompensasi sebesar mahar mitsli kepada suami kedua.” 

6) Pernikahan suami pertama terhapus, tanpa terdapat khilaf di kalangan 
ulama. Tetapi bila suami pertama muncul, maka apakah pernikahan 
suami yang kedua dihukumi batal? Dalam kasus ini terdapat dua 
wajah (pendapat Ashhab Syafi'i). (i) Al-Ashhah menyatakan tidak 
batal, namun suami pertama memiliki dua opsi yang telah kami 
sebutkan tadi (dalam riwayat kelima). (ii) Bila kita menggunakan pendapat 
yang membatalkan akad nikah suami kedua, maka (a) apakah kita 
hukumi pernikahan tersebut sah secara hukum? Kemudian saat suami 
pertama muncul, menjadi batal? Ataukah (b) dengan kemunculannya, kita 
hukumi batal pernikahan kedua tersebut sejak awal? Maka dalam 
kasus ini terdapat dua pendapat ashhab. Maka berdasarkan pendapat 
kedua (b), bila dalam pernikahan kedua sudah terjadi persetubuhan antara 
suami kedua dan si istri, maka suami kedua wajib memberi mahar mitsli 
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kepada suami pertama. Bila belum, maka ia tidak harus memberi apa-apa. 
Sementara menurut pendapat pertama (a), maka suami pertama 
wajib memberi mahar musamma (yang disebutkan dalam akad) atau 
separonya kepada suami kedua. Dan bila suami pertama muncul, 
sedangkan si istri telah menikah lagi dan kemudian meninggal 
dunia, maka apakah yang menjadi ahli warisnya suami pertama? 
ataukah suami kedua? Maka kasus ini, bisa diselesaikan dengan 
keenam riwayat (riwayat 1 sampai riwayat 6) ini. 

Kasus ketujuh dari khilaf tentang mafgud. Bila si wanita sudah menikah 
lagi sesuai dengan ketentuan gaul gadim, dan ia melahirkan seorang 
anak yang dimungkinkan dari suami kedua. Kemudian suami pertama 
muncul, namun ia tidak mengklaim anak tersebut sebagai anaknya, 
maka anak tersebut dihukumi sebagai anak suami kedua. Sebab, dengan 
melewati masa empat tahun, terbukti sudah bersihnya rahim istri dari 
air mani Suami pertama. 


3.Fath al-Bari yak Shahih al- Bukhari” 

20 3-1 9 gone IN 3103 0 En 2 2 02 Ns sz 
Sa 156 kana wan Ya BEA TRI An Ja) FN GG 5 aj - Age 
TKA Lg Gg ane p Ted da 24 (ogiaa C2 R23 273 


Tee CA YIS SA 23 Sah F3 SN £ 
IK 3 Bana Je 3 IE GAI EAI 
A1 Ap osn BI UAS 2 Waka HA GA Lha Ob aa “ 


0 Je. 1,0 3 


Kep IP Aand Kalah GB al Jl jala 33 Kata GRI KE 

2 lha Ola sah Ke da PA ab pa 
Sl sii IA as YG aa SAE Pena Syria Ha 
GAN Ta Ga AP IP3 Ay dala j5 IR PAN EL £ 3) Ina 
Bal isa da PA KB GE Oa IPK GAES 
SA Ga yag 3 Get SI ah M3 Ha He AA BI Ia al) 


Ly 


Si JS 15 Ip 231 J3 Gia Ga 09 4323) 3S Ai Si At En 


20 Ybn Hajar al-'Asgalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, t. th.), Jilid IX, h. 538. 
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AB je Ka pesek ja ganas Sao 

ja SE Sh aa EYgat Aap IS al ya SE DE Ya Gal KA AN TA 
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Rt EN Ea Tetasal SS dat AI Se Ha 3 
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SEN MA Ta ha A33 sushi JA Oa Jp ta stan 


SA bi AA Yr sah BEN 3 Ip ai One SS 
KIE Ktu ja ak AP BY je yeah 

Ungkapan Imam al-Bukhari: “Al-Zuhri Lana tentang seorang muslim 
yang menjadi tawanan perang, yang masih diketahui tempatnya: “Istrinya 
tidak boleh menikah lagi dan hartanya tidak boleh dibagi. Bila sudah 
hilang beritanya, maka baginya diterapkan hukum mafgud.” Ibn Abi 
Syaibah meriwayatkan kisah tersebut secara mufttasil (bersambung) dari al- 
Auza'i, ia berkata: “Aku bertanya kepada al-Zuhri tentang tawanan di 
daerah musuh, kapan istrinya boleh menikah lagi?” Ia menjawab: “Ia 
tidak boleh menikah lagi selama masih mengetahui suaminya masih hidup. 
Ada pula riwayat lain dari al-Zuhri yang menyatakan: “Hartanya dibekukan 
(tidak diwariskan) dahulu, begitu pula istrinya (tidak boleh menikah dengan 
orang lain) sampai keduanya selamat (dari tawanan) atau mati. Adapun 
ungkapan Imam al-Bukhari: “Maka baginya diterapkan hukum mafgud." 
sebab, pendapat al-Zuhri tentang wanita yang kehilangan kabar suaminya 
adalah ia harus menunggu selama empat tahun (untuk boleh menikah 
lagi). Pendapat al-Zuhri tersebut diriwayatkan pula oleh Abd al-Razzag, 
Sa'id bin Manshur, dan Ibn Abi Syaibah dari Umar ra. dengan sanad- 
sanad yang shahih. Salah satunya adalah riwayat Abd al-Razag, dari 
al-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, yang menyatakan Umar ra. dan 
Utsman ra. pernah memutuskan hukum demikian. Dengan sanad 
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shahih, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibn Umar ra. dan Ibn 
Abbas ra., keduanya berkata: “Istri mafgud harus menanti empat tahun.” 
Riwayat ini ada pula yang berasal dari Utsman ra. dan Ibn Masud ra., 
dan dari sekelompok tabi'in semisal al-Nakha'i, Atha', al-Zuhri, Mahkul 
dan al-Sya'bi. 

Mayoritas tabi'in sepakat, bahwa masa tangguh dihitung sejak si 
istri melaporkan kasusnya kepada hakim, dan sepakat ia menjalani 
'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, setelah lewatnya masa empat 
tahun tersebut. Mereka juga sepakat, bila wanita itu telah menikah 
(lagi), lalu suami pertama muncul, maka ia diberi pilihan antara istri 
atau menerima kompensasi maharnya. Mayoritas mereka berpendapat: 
“Bila ia memilih mahar, maka suami kedua yang menanggungnya.” 
Mayoritas mereka juga tidak membedakan berbagai kondisi mafgud, 
kecuali riwayat Said al-Musayyab tadi. 

Namun Malik Ra. membedakan antara suami yang hilang dalam 
peperangan, maka masa tangguhnya adalah yang telah disebutkan 
(4 tahun, 4 bulan dan 10 hari). Sementara suami yang hilang di luar 
peperangan, maka tidak diberi masa tangguh. Namun si istri harus 
menunggu lewatnya umur yang di duga kuat suaminya tidak akan 
hidup melebihi umur itu. Ahmad dan Ishag berkata: “Suami yang 
menghilang dari istri, lalu beritanya tidak diketahui, maka tidak ada 
masa tangguh bagi istrinya. Yang diberi penangguhan hanya suami 
yang hilang di peperangan, di lautan atau yang semisalnya.” Ada 
pula riwayat dari Ali Ra.: “Bila istri kehilangan suami, maka ia tidak 
boleh menikah sampai suaminya datang atau meninggal dunia.” 
Demikian yang diriwayatkan Abu Ubaid dalam bab nikah. Abd al- 
Razzag berkata: “Telah sampai kepadaku riwayat dari Ibn Mas'ud 
Ra., ia sepakat dengan Ali Ra. mengenai wanita yang kehilangan 
suami, bahwa ia menunggu selamanya.” Abu Ubaid meriwayatkan 
juga dengan sanad hasan, dari Ali Ra.: “Bila si wanita menikah lagi, 
maka statusnya tetap sebagai istri suami pertama, baik suami kedua 
telah melakukan persetubuhan dengannya atau belum.” Said bin 
Manshur meriwayatkan, dari al-Sya'bi: “Bila ia nikah, lalu sampai 


21 Yaitu riwayat yang disebutkan Ibn hajar dalam awal bab berupa: 
: ukia GOS HAN KE 3 Ka Sip EL BA sun KAN 3 Sa GI 
“Bila ia hilang di medan pertempuran, maka istrinya menunggu setahun, dan bila hilang 
bukan di medan pertempuran, maka menunggu empat tahun.” Lihat Ibn Hajar al- Asgalani, 
Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, awal bab Hukm al-Mafgud fi Ahlih wa Malih. Penerjemah. 
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padanya berita suami pertama masih hidup, maka ia dipisahkan dari 
suami kedua, dan menjalani 'iddahnya. Lalu bila suami pertama juga 
meninggal dunia, maka ia juga menjalani 'iddah dari suami 

dan berhak mewarisi hartanya.” Dalam riwayat al-Nakha'i disebutkan: 
“Wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sampai ada kejelasan berita 
suaminya.” Ini pendapat fugaha Kufah, al-Syafi'i dan sebagian ahli 
hadits. Namun Ibn al-Mundzir memilih penangguhan, berdasarkan 
kesepakatan 5 orang sahabat atas hal itu. Wallahu a'lam. 

4.  Tuhfah sap 
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(Suami yang menghilang) karena pergi atau Sah lain (dan terputus 
beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini) yakni 
diduga kuat berdasarkan hujjah, seperti berita luas atau dinyatakan mati 
secara hukum (kematian atau talaknya) atau semisalnya, seperti murtadnya : 
sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian 
si istri menjalani iddah. Sebab, hukum asalnya adalah si suami masih 
hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin. Sehingga hal ini tidak 
bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan 
dengannya. Juga mengingat, hartanya tidak bisa diwaris, dan budak 
perempuan yang melahirkan anaknya tidak dihukumi merdeka. Maka, 
demikian pula hukum yang berlaku bagi istrinya. Meskipun begitu, bila 
ada orang adil, walaupun adil dalam periwayatan, yang memberitakan 


2 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbadi, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Cet. ke-1, Jilid X, h. 456-457. 
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salah satu kematian atau talaknya), maka secara hukum batin ia boleh menikah 
dengan laki-laki lain dan -namun: tidak di akui secara hukum zhahir 2 
Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Dan digryaskan 
pula pada kasus tersebut, hilangnya seorang istri -untuk suami yang 
akan menikahi- semisal saudara perempuannya, atau akan menikahi 
wanita kelima bila tidak ingin mentalak istrinya yang hilang itu.24 
(Dan dalam gaul gadim, ia harus menunggu selama empat tahun), 
menurut satu versi: empat tahun itu dihitung sejak raibnya si suami. 
Sementara menurut versi al-Ashhah, dihitung sejak ada keputusan 
dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak di hitung. 
(Kemudian ia menjalani 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, 
lalu boleh menikah) setelahnya. Demikian karena mengikuti putusan 
hukum Umar r.a. dalam kasus tersebut. Penggunaan acuan empat tahun, 
mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan. 


5. Syarh al-Mahalli bi Hamisy Hasyiyyah al-Oulyubi wa 'Umairah: 

BG La ED BP (SG His Al ig esa) 
Pe aah Aa) WN (atadl JE) ES (G3) 
Oa Haa GB! S6 j3 saia S3 Oa Ga gt dal AA et 
| se An ada at sal in Ja IE aa ea 


PA 


SA PG IN AA JB 3 Ja JI Es Has z5 KE 
WB An 2833 BEI j3 Wu sa IN TE 2 33 C5, as HN 
Saga 23 «Gu an 23 ALA) Jia sa Kia 3G, 


(Bila istri mafgud Hen setelah ia menunggu empat tahun dan 
menjalani 'iddah, kemudian terbukti) kalau suaminya (mati) ketika 
diputuskan cerai, (maka sah) pernikahannya (berdasarkan gaul jadid) 
(dalam pendapat al-Ashah) karena secara nyata tidak ada hal yang mencegah 
keabsahannya. Sementara menurut pendapat kedua tidak sah, karena 


2 Sehingga bila hakim mengetahui pernikahan tersebut, maka ia harus memisahkan 
keduanya. Lihat al-Oulyubi, Hasyiyah al-Julyubi, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyah, 
t.th.), Juz IV, h. 52. (Pen). 

4 Lihat, Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 148. (Pen). 

25 Jalaluddin al-Mahalli, Syarh al-Mahalli bi Hamisy Hasyiyyata al-Julyubi wa "Umairah, 
(Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.), Jilid TV, h. 51. 
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ketika akad berlangsung tidak terdapat kepastian terbebasnya akad tersebut 
dari hal yang mencegah keabsahannya. Bila terbukti suami pertama 
masih hidup setelah istrinya menikah lagi, maka berdasarkan gaul gadim 
ja masih tetap berstatus sebagai istri suami pertama, sebagaimana pendapat 
gaul jadid. Sebab jelas-jelas terjadi kesalahan hukum. Namun suami 
pertama belum boleh bersetubuh dengannya sampai ia menjalani 'iddah 
dari suami kedua. Menurut versi lain, ia tetap menjadi istri suami kedua, 
karena status pernikahan suami pertama sudah terhapus. Hal ini 
berdasarkan hukum pernikahan istri dan suami kedua tersebut sah secara 
zhahir dan batin. Sedangkan menurut versi lain, suami pertama diberi 
hak pilih antara mengambil istri dari suami kedua atau membiarkannya 
dengan suami kedua dan mengambil mahar mitsil darinya. Hal ini 
didasarkan pada keputusan hukum Umar r.a. dalam kasus tersebut 
yang diriwayatkan oleh al-Baihagi. 


443. Asas Pembuktian Terbalik 


A. Deskripsi Masalah 

Berbagai tindakan atau kebijakan yang terindikasi merugikan negara 
yang berarti korupsi sering terjadi. Isu penyusutan pendapatan negara 
yang tidak realistis dan pembengkakan belanja negara yang tidak 
obyektif sering mencuat di permukaan dan menjadi pembahasan. Sehingga, 
negara terus menumpuk hutang dan semakin banyak rakyat dalam 
kemiskinan. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh sebagian para 
pejabat pemerintah dan para koleganya melebihi kewajaran jika diukur 
dari berbagai sumber pendapatan yang sah. | 

Kekayaan yang melebihi batas kewajaran yang dimiliki oleh mereka 
itu menimbulkan kecurigaan, mungkin diperolehnya dari perbuatan 
korupsi? Namun, kecurigaan itu tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum 
karena belum ada bukti dan saksi. Karenanya, ada upaya melakukan 
asas pembuktian terbalik, di mana pemilik harta kekayaan yang tidak 
wajar itu diminta untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. 
Jika tidak berhasil membuktikannya, maka harta kekayaannya itu dijadikan 
barang bukti bahwa mereka memperolehnya dari korupsi. 
B. Pertanyaan 

Apakah hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik? 
C. Jawaban 

Hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam 
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kedudukan sebagai garinah (indikasi). 
D.Dasar Penetapan 
Al-Ouran 


Got 


an. $ at -1 Lp ai $ bt 3. ati | rd sei PN ca Pn . ta £. 
JP 1 peak IS 033 Lanas ol 5 ka Gal SAE of HA Ge Gp 
Dimas ISU 


“Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu orang fasig 
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 
mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang menyebabkan 
kamu menyesali perbuatanmu itu.” (OS. Al-Hujurat: 6) 


Al-Sunnah, al-Atsar dan Ijma' 

Jkty Alas Ab FIT AE ME Jan PEMAI ME lp 
“Dari Ibn Abbas ra., sungguh Nabi Saw. bersabda: “Andai setiap orang 

diberi (kebebasan) atas dakwaannya, niscaya mereka akan menuntut darah 


orang lain dan harta bendanya. Namun, hak sumpah (untuk menyangkalnya) 
diberikan kepada terdakwa.” (Muttafag 'alaih) 


1. Al-Minhaj, Syarh Shahih Muslim?6 

ii G5 pa Jln Aas ab FN DGN MUI EN) Ea 
Sa ale SI Fond A3 GA Blu, as IE SAN E 
PE gi Fil Ga EA Konnnd G A3 GEA Laydil UKS 1593 
LAPAN Tila) BAG me REI JA Sai 533 NA, ea 
HE gan PSP AE Ph meri yeh 
IE Ga AN TE KE 33 MG P3 Al P3 SN Ah 
B3 JET es AE aets3 Ia 3 Te Baal ia, AI 
IP AAS SAI ana JI JIE Jp 193 eh saia Aas OI 


26 Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats 
al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2, Juz XII, h. 2-3. 
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Hal dang VP GUSI SE 5 A35 Os AS ala SA Ini IE 
V3 il BIA A3 Abs P3 EN Lara el OS I SY 1133 
KA IA ESL SA UI 553 LIL Gps Si AE FA GL 


Sabda Nabi Saw.: “Andaikan setiap orang diberi (kebebasan) dengan 
dakwaannya, niscaya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta 
bendanya. Namun, hak sumpah (untuk menyangkalnya) diberikan kepada 
terdakwa.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Sungguh Nabi Saw. telah 
memutuskan hukum dengan sumpah bagi terdakwa.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka, 
dengan status marfu' dari riwayat Ibn Abbas, dari Nabi Saw. Hadits 
tersebut diriwayatkan pula oleh Ashhab al-Sunan dan selainnya. ... 
Sementara dalam riwayat Baihagi dan ulama lain, dengan sanad yang 
hasan atau shahih, terdapat tambahan redaksi dari Ibn Abbas, dari 
Nabi Saw.: “Andaikan setiap orang diberi (kebebasan) dengan dakwaannya, 
niscnya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta bendanya. Namun, 
bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa dan hak sumpah diberikan bagi 
terdakwa yang mengingkarinya.” Hadits tersebut merupakan kaidah 
pokok dalam kaidah hukum syari'at. Di dalamnya terdapat kaidah, 
tuntutan seseorang tidak dapat diterima hanya berdasarkan dakwaannya. 
Namun ia harus mengajukan bukti atau mendapat pengakuan dari 
terdakwa. Maka, bila terdakwa dituntut bersumpah (mengingkari 
dakwaannya), ia boleh melakukannya. Nabi juga telah menjelaskan 
hikmah dari tidak diterimanya tuntutan yang hanya berdasarkan dakwaan. 
Sebab, andaikan diterima, niscaya semua orang akan menuntut darah dan 
harta orang lain dan diterima. Di lain sisi, terdakwa tidak mampu 
melindungi harta dan jiwanya (dari tuntutan tersebut). Sementara 
pendakwa bisa melindunginya dengan adanya bukti. 


2. Al-Thurug al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah” 

Kas Ori NAS SN Sapa 1353 JALAN 3 SI nga LAN 53 
SEN JS 3 ba na desi ea SG JS on 
HA BAE yA KE Li ap Sial BPA SI Se Tapa 


7 Ibn Oayyim al-Jauziyah, al-Thurug al Fukmiyah fi al-Siyasah al-Syari iyah, (Beirut Dar Ihya' al- 
Ulum, t. th.), h. 12-13. 
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B2 SRG IN AG an Oa JAN aa ITA Li 

Png kaga gek ten Pa MA GA 
Jg 5 KAA En yA si JI 3 Ep Meh 
Ket Ta Ab SAK seal A Bea Jd ih NA pe» an 2 
La dtng Ya Sa SES ONE LG AN AE 
Iban ma masa Ll jt Rab AI GIS 
Si Ia Ja AA jt G3 Ag alan AR Ka, A3 3 RI SA 


- 31 


sak GAN G3 2 Jaka KAI 5 De JG SAS JM DISS Cas Gd HL 


4 & 


42153 nah AE US al SAS K5 5 ISI ONAS, atm al 
LI Bni sa ag giga KN, II Ha Lite dal S3 Kas sa 

Peda, Ke IE LELE, 113 GG ad lal 
Pp 14) BAB IS 2, AAN Ja, Sg PEG 3 
SE JA AA 3 FN EA SA IA MAKNA Arta 
Ga 253 Ram za JA Ip naas 2 Glee IE Eh we 33 Ap 
GE Jas 33 AS Ulu Sat Ab, yaa AG gi 
JB EA IE Ad EN yen KAA Aan 33 
HE 3 JELAS UK 3 Bididy es 1d IS: SE SI TE 
WB 3 dy sa 


Nabi Saw. pernah memutuskan hukum dengan petunjuk lauts (tanda- 
tanda penguat) dalam kasus gasamal?8 dan memperbolehkan pendakwa 
melakukan sumpah lima puluh kali dan kemudian berhak atas (diyat) 
jiwa korban. Ini contoh lauts dalam kasus pembunuhan. Dalam surah 
al-Maidah terdapat lauts kasus harta, dalam surah Yusuf terdapat lauts 
kasus kehormatan dan semisalnya. Umar ra. dan para sahabat telah 


28 (Jasamah adalah sumpah (pendakwa) dalam kasus pembunuhan. Lihat, Abu Bakar 
bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994) h. 470. (Pen). 
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menghukum rajam seorang wanita hamil tanpa memiliki suami atau 
sayyid (majikan pemiliknya). Begitu pendapat Malik dan Ahmad 
dalam riwayat yang lebih shahih dari dua riwayat mereka, dengan 
berdasarkan garinah (bukti-bukti) zhahir. Tanpa ada yang menentang, 
Umar dan Ibn Mas'ud pernah pula mewajibkan had disebabkan bau 
khamr dari mulut seseorang, atau dari muntahan khamrnya, dengan 
berdasar garinah zhahir. Para ulama dan khalifah selalu memutuskan 
hukum potong tangan bila barang curian ada di tangan tersangka. 
Marinah ini dinilai lebih kuat dari pada bukti dan pengakuan tersangka. 
Sebab, keduanya merupakan berita yang mungkin benar dan tidak. 
Sementara adanya barang curian di tangan tersangka merupakan bukti 
kuat yang tidak samar lagi. | 


Apakah seseorang yang melihat korban pembunuhan dan orang 
di dekatnya yang memegang pisau ragu, bahwa orang itu pembunuhnya? 
Apalagi bila diketahui terdapat permusuhah antara keduanya. Oleh 
sebab itu, mayoritas ulama memperbolehkan wali korban bersumpah 
lima puluh kali bahwa orang itu telah membunuh korban. Selanjutnya 
Malik dan Ahmad berpendapat, pelaku dihukum mati. Sementara 
menurut al-Syafi'i, ia dihukum dengan diatnya. Begitu pula ketika 
kita melilhat seseorang yang terbuka kepalanya, yang mana hal itu bukan 
kebiasaannya, dan melihat orang lari di depannya yang membawa 
sorban, sementara dia sudah memakai sorban lain, maka kita pasti 
memutuskan bahwa sorban yang dibawa itu adalah milik orang tadi. 
Kita tidak bisa memutuskan, bahwa sorban itu milik orang yang 
membawa lari yang telah kita pastikan dia mengambilnya dengan 
cara zalim dan ghasab, yakni dengan garinah zhahir yang jauh lebih 
kuat dari pada bukti dan pengakuannya. Bukankah keputusan hukum 
dengan penolakan hak sumpah terdakwa hanyalah kembali pada 
garinah zhahirah saja? Yang mana darinya kita ketahui secara jelas, 
andaikan pendakwa tidak benar, niscaya terdakwa akan menolak 
dakwaanya dengan sumpah. Lalu ketika terdakwa menolak untuk 
bersumpah, maka penolakannya itu menjadi garinah zhahirah yang 
menunjukkan kebenaran pendakwa. Maka garinah zhahirah didahulukan 
dari pada hukum asal, yakni tidak adanya tanggungjawab terdakwa. 
Cukup banyak pula garinah dan tanda lain yang lebih kuat dari 
pada penolakan sumpah, dan kenyataan membuktikan demikian. 
Maka, bagaimana boleh mengabaikan kesaksian garinah dan tanda- 
tanda itu? 
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Contoh kasusnya adalah perintah Nabi Saw. kepada al-Zubair agar 
menghukum paman Huyai bin Akhtab karena membelanjakan harta 
Huyai tanpa sepengetahuannya dan mengaku telah menghabiskannya. 
Lalu Nabi Saw. bersabda: “Waktunya singkat, sedangkan hartanya 
lebih banyak dari (dihabiskan dalam waktu) itu.” Maka dua hal ini, 
yaitu banyaknya uang dan singkatnya waktu untuk menghabiskannya 
. menjadi petunjuk yang sangat kuat. 

Agwal al-Ulama' 
1. Al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah? 


AGAN AT FS gni GEN ag HA 2 253 SI HS Oi ea 3 
KS GULAI TES JI Ike Je £ OS OB papa RE Ain IS Sp IS KEY, 


PESAN ga 3 SR II dab BA aa SE Op 3 SASIG 
A3 Si SI 3E Ata (RA To Ori ya AA IP SER SIN 
JA JP GEA GO lan WAR S3 Iis se IS, 
SEDIA, AAN SANG JA SI Ie mai 3 sea 
2 Ik dok JAN SI sah Anh IS dok La 9 GE 
Sg GS Bae 


“ 23 ISI Pp) 8 J6 

Dalam kitab Ahkam Ibn Sahl disebutkan, bila pada tersangka ditemukan 
sebagian barang curian dan menurut pengakuannya barang tersebut 
dia beli, namun tidak terdapat buktinya, maka yang disita hanyalah 
barang yang ada ditangannya. Bila ia tidak dikenal, maka penguasa 
harus menahan dan mengintrogasinya. Bila ia dikenal suka melakukan 
pencurian, maka harus ditahan sampai mati di dalam penjara. Demikian 
keterangan Ibn Sahl. Pendapat senada diriwayatkan oleh Ibn Yunus dari 
Muthrif, Ibn al-Majisyun dan Ashbagh. Pendapat yang sama telah 
dikemukakan pula oleh Malik, dalam pendapatnya: “Yang dibenarkan 
adalah ucapan orang yang ghasab.” Ungkapan Ibn Sahl: “Maka yang 
disita hanyalah barang yang ada ditangannya ...” Ini semata-mata 
didasarkan pada pendapat masyhur, bukan berdasarkan pada pendapat 


2 Abu al-Hasan al-Tasuli, al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah, (Dar Rasyad al- Haditsiyah, 1991), 
Jilid 1, h. 282. 
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yang telah disebutkan dalam bab ghasab, yakni tindakan yang diambil 
adalah mewajibkan tersangka untuk bertanggungjawab (menanggung 
kerugian) dengan hanya berdasarkan pada dakwaan saja, apalagi dari 
kenyataan sebagian barang curian ada di tangannya. Dan yang 
dibenarkan adalah ucapan orang yang dicuri barangnya. Ungkapan Ibn 
Sahl: “Sampai mati ...” Keputusan hukum serupa telah diambil oleh Umar 
bin Abd Aziz, yang menyatakan: “Tersangka pencurian dipenjara sampai 
mati.” Dalam at-Tabshirah Ibn Farhun al-Ya'miri berpendapat: “Yakni 
bila dia tidak mau mengakuinya.” 


2. Al-Dur al-Mukhtar bi Hamiy Rad al-Muhtar? 
YA TIA SE BA ata 3 HP 8 sei S3 SG) 
Gro Wa $ Sah S5 & AI 3 T TAS & NA JI Da dll 


A3 SG yaa jas 3 Bl aa ga seh Is Aj: 3 ye GK 
BS NS a23 AGAN 0 PA HI EA Ide JA 35 185 san 
aa Bima Hei sa Ap 5 £ — 2S 551 Pakek OR 


Jd 2 31, 535 Aja Ga 
Al-Tharasusi menyebutkan dalam salah satu karyanya: “Penyitaan harta 
oleh kepala pemerintahan kepada para pemiliknya tidak diperbolehkan, kecuali 
para pegawai bait al-mal (kas negara). Hal ini berdasarkan tindakan Umar 
ra. yang pernah mencekal Abu Hurairah ra.” Kisah itu terjadi ketika ia 
menjabat gubernur Bahrain. Kemudian Umar ra. menonaktifkannya 
dari jabatan tersebut, dan menyita hartanya sebesar dua belas ribu. Saat 
Umar ra. memintanya untuk berdinas lagi, kemudian dia menolak. (HR. 
Hakim dan selainnya). Yang dimaksud al-Tharasusi dengan pegawai 
bait al-mal adalah para penarik dana. Termasuk pula pegawai pencatatnya 
ketika mereka ikut-ikutan menggunakan dananya secara berlebihan. 
Sebab hal tersebut menjadi dalil atas korupsi mereka. Disamakan pula 
dalam hukum tersebut, para pencatat wakaf dan pengurusnya ketika 
mereka menggunakan harta wakaf secara berlebihan, mempermainkan, 
dan membagun berbagai gedung. Maka, hakim boleh menyita harta 


30 Muhammad bin Ali/Alauddin al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 625. 
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mereka dan menurunkan dari jabatannya. Bila terbukti mereka meraupnya 
dari wakaf tertentu, maka harta tersebut dikembalikan kepada wakaf 
itu. Bila tidak, maka diserahkan ke bait al-mal. 

Catatan: 

Sidang mengamanahkan kepada PBNU untuk membahas sisa masalah 
yang belum sempat dibahas dengan mengadakan Bahtsul Masail, selambat- 
lambatnya dua minggu setelah Munas dan Konbes NU 2006. | 
Ditetapkan di '” : Surabaya 
Padatanggal — : 30 Juli 2006 
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